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ABSTRAK 

Dalam perkawinan campuran menimbulkan banyak akibat hukum, salah satunya 

adalah pembagian pada harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang tidak memiliki 

perjanjian perkawinan, serta implementasi perjanjian perkawinan setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah pembagian harta bersama yang terjadi dalam kasus perkawinan 

campuran yang tidak diatur melalui perjanjian perkawinan, serta dampak dari 

keputusan MK yang memperbolehkan perjanjian perkawinan setelah pernikahan. 

Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisis deskriptif-kulitatif, 

yang meninjau  wawancara dengan notaris dan Putusan Pengadilan Agama Soreang 

No. 550/Pdt.G/2020/PA.Sor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian 

harta bersama dalam perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian 

perkawinan dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait dengan 

kepemilikan tanah oleh WNA dan dalam pembagian harta bersama. Implementasi 

perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan 

solusi hukum yang jelas untuk memisahkan harta, melindungi hak waris, dan 

meminimalkan potensi sengketa pada pasangan perkawinan campuran dan 

pasangan perkawinan WNI dengan WNI. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

perjanjian perkawinan memiliki urgensi terhadap pasangan perkawinan campuran 

di Indonesia.  

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan 

Campuran. 
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